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ABSTRAK

Dalam pasal 1 ayar (3) UUD 1945 dinvatakan secara tegas bahwa Indonesia
adalah negoara hukum (Rechstaat). Hal ini membawa konsekuensi nepars harus
menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga
negaranya, [hsamping itu dapat diartikan juga bahwa hak umuok mendapatkan
bantuan bukum scbagal babagian dari hak asasi manusia harus disngzap sebapai hak
konstitusional warga negara, Namun dalam realitanyva banyak dari kasus-kasus yang
dihadapi masvarakal marjinal secara ekonomi dan politik terabaikan dan dibiarkan
lewat tanpa ada vang bersedia membelanyva, Untuk menjawab persoalan ini heberapa
aktivis LEM di Jakarta pada tanggal 5 November 1996 mendirikan Perhimpunan
Banuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PRI sedangkan di Sumatera
Barat didirikan pada tangpal 30 Desember 2000, PRHI SUMBAR merupakan
sebuah badan yang peduli dalam memberikan perlindungan hukum bagi masvarakat
marjinal. Fermasalahan dalam tulisan ini adalab: 1) Menpetahui visi misi PR
SUMBAR dalam memberikan bantuan  hukwm pada masvarakt marjinal, 2),
Pelaksanaan bantuan hukum yvang diberikan, dan 3). Kendala-kendala vang dihadapi
dalam memberikan bantuan hukum dan bagaimana upava penangsulangannya.
Pendekatan masalab ini adalah vuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlibatkan
bahwa; 1) PBHI SUMBAR dalam visi misinva tidak secara konkrit mencantumkan
sesuatu hal untuk memperjuangkan hak masvarakat marjinal. 2). Dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum belum optimal karena hanya sebahagian kecil kasus vang
selesai. dan 3), Kendala yang dihadapi mulai dari manajemen, komitmen. dana vang
mnim dan integritas anggota yang rendah. tekanan (sik dan mental dar pemerintah,
befum siapnya masyarakat dari segi mental dan pendidikan ketika dilkutsertakan
dalam pemberian bantuan hukum, Untuk perbaikan pelaksanaan pemberian bantuan
bukum bagr masvarakat marjinal ke depan maka: 1. Mencantumkan secara konkrit
dalam visi misi perjuangan bagi masvarakat marjinal, 23, Pembahaman strategi vang
digunakan dalam memberikan bantuan hukom bagi masvarakat marjinal perle
dilakukan, 3). PBHI SUMBAR harus menata kembali mEnAjemen  organisasi,
melakukan regenerasi dan permberdavazn angeot, melahirkan  IBeratee-Tieratur
vang cukup untuk memperkenalkan program bantuan hukum serts menggeali sumber
dana vang produktif dengan menerbitkan buletin bulanan vang bisa dijual pada
Kalangan tertentu.
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PENDAHELUAN

A, Latar Belakang Masalah

Pengaturan olci hukum techadap kehidupan sesial merpaban bents:
wmamtestast ndonesia sehagar negara lhokum, Indonesta sebagsi negara hukam
frechtstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka menunour azar setiap orbedi

manusie Indonssia untuk mentaat dan patih kepada peraturan-peraturzn vans

telah dibwar olel aparar pemerinieh vang tupmannva adalah untuk memnjzza dam
menciptakian keamanan dan Ketertiban di tengah-tengal kehidupan masy arei

Tulek dapat dipungkic lagi bahwa i dalam kebidupannve. manusiz
memeriukan bantuan atau pertelongan dar crimg lain dalam hal pemenuben
kelmtuhanmya. I samping i dalam dinamika pergaulan hidupnya sesam-sen
sering ferjadl kerjasama antara scorang individy denpan individa lainmva Tidak
Jarang pula eradi konflk atau permasalahan antare individu VANE s3rU Senwen
mdwvidu vang kannya, bal vang demkian disevabkan oleh karena disuat pinak
manusta menmlike sikap hdupr vang menila inilivide oneei dan oamer
sedanghan masyarakat dinilad secara sckunder.

bonilik skan terjali apala ada hak dan seseorang anpeota massarakear
alan individu yang dilanggar oleh individu vang lain sehingga menimanikan
kerugian bagl individu yanp bersngkulan. Konflik yang tedadi antar meémade
tersebut kadangkals dapat diselesatkan secars damai, Namun banvak drpads
konfhik tersebul vang tetap diproses di pengadilan keoka  lanekah-Larsekah
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-

penvelesaan kantlik menemun palan bunue Flal i dilakukan masvarakar mink
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mendapatkan keadidan dan kepastian hukum dar apacan vang berwenans unmuk
i

Dalam prosesnva i pengadilan terkadang para pilak vang bersetenu
mengikut sertakan pibak lain yakni para ahli ukwm untok memberikan Banuan
Bukum. Memang adakalanyva konflik vang teradi tersebut tidak dapa diselesaikan
oleh pihak vang terkail saje. Hal i disebabkan karena masih benyaknya
masyarakat vang berada dalam taraf kelidupan yang kurang mampe. Beoit juga
di bidang pendidikan kebanyakan masyvarakal Indonesin belum mendapaikan
pendidikan  vang  layak  apalagi  untuk  menempoh pergurnan tneed  dan
mendapatkan ilmu yany batk

Akhirnyva masyarakat kebanvakan lermah di bidang sumber daya manusiz.
Termasuk i dalamnya persoalan tau hukem, sehingea unmk memperpusnpkan
hak-haknya masvarakat tdak mampu. Apakah itu hak di bidang ekonomi, sosial
ataupun i hidang politk yang sering ditindas oleh penguasa stan pembua
l-;l.:-r.:ulumn ving bezar pesgaruhnya bag kehidepan masvarakat banvak. Oleh
sehab iulah penyelesaian konflik tersebut seringkali memerluken campir tmgn
dart pihak lan {para abli hukum), termasuk di dalamnya pembert banten hukum
vang memberikan penvelesalan  secara tidak memihak (imparsish Uniuk
penyelesaiannya harus didasarkan pada patokan-patokan vang objeltif

Penyvebab dan tkut sertanya pihak keuga (para ahli hokumy untk
menyelesaikan kontlik vang terjadi adalah karena masih hanvaknvs mesvaraka:

yamgz huta atou tidak menperti akan hukum, akibat termajinalkannye mesvaraka



i sewd sosial, ckonomi dan polidk. " Untuk #tu mereka meminta bantuan berups
pasie kepada para ahl hukum ustok dapar menyelesatkan konilik yang sedang
mereka hadapt agar dapat diselesaikan. Pada veumnva vang bisa  untuk
mentkmati jasa pelavanan dani para ahli hukwm stau pemben bantoan bukwm o
acdalah pihak vang mempuanyal wang den hara saja.

sementara masvarakat vang tergolong kurang mampua aten miskin yang
mempunyal suat konthk agak raeo wnluk meminta pertolongan kepada para zhl
Rtk atau pembert bantvan habkum vang bersangkutan’. Sehingga rasa keadilan
di bidang hukum oleh masyacakat vang miskin ddak merata mereka rasakan,

Rarena hal seperti mmilah kita harus memandang pemberian bantan bukwm
bapi masvarakal marpmal sangat mendesak sifatnve unk dilakukan, Disamping
o grerakan bantuan hukum juga merupakan suate upaye perjuangan menegikan
Hah bag masyarakat marjinal i sendiri. Dapal juga kita beri sebugh
kesimpulan bahwa  masvarakat  marpmal  merupakan masvarakat  vang
terpimggirkan dan sem sosial, ekonomi dan pelink yang mana masyarakat tersebud
Jauh dan alat-alat preduksi, jauh dan proses pengambilan keputsan don rerasing
dan kemungkinan partisipasi. Pada dasamye bantuan hokwm o ada karens
mentpakan syarat vang esensial untuk berjalansva Minpsi mavpun intesritas
peradilan dengan baik dan bantuan hokum  merupakan wnitan dan rasa
prerikeminisiaan

Untuk menpatast kesenjangan yang ada dalam praktik hukum di Indonesia,

maka beberapa pibak terutama dari kalangan praktsi hukum, dalam hal ini para

' Spunsur Tasir, 2000, Pemboran Basean Hukum Ragi Mosvarakar Afiskin Seoarg Stradnea!
Odem Mewsgadan Pemeratasn Kescdilor ¥ fndopesia,makalab, S2muar Bulanan Sar Pengajar di
agian Tukum Acara Fakulios Hebem Univessitas Ardalas, Padane hlm. 2.
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pengsihat hokum, bersama para pejuang HAM lainova nendickan beberapa
lembaga atar institust yang membela dan memperjuangkan hak asasi manusia di
Indonesia, Salah satu di antaranya adalgh Perhunpusan Bantuan Hukom dan Hik
Asasi Manusiz Indonesia (PBHI) vang didiikan di Jakarta pada tanggal 3
November 1996, Sedangkan di Sumaters Barat PEHI dibentuk pads tangeal 30
Desember 2001, dimana PBHI bergerak menangani kasus-kasus yanp berkaitan
dengan masyarakar marpnal vang tidak mampu membela haknya, vang diberikan
SECATH CUmA-cuma.

Salah sate mjuan didivikannya Perhimpunan Bantean Hukum dan Hak
Asast Manusia [ndonesia (PEHI) adalah untuk memberikan pelayanan bantuan
hukum kepada masyarakat yang membutulkannya, terutama masyarakat yang
tidak mampu den buta hukum vang sering mengadi korban daed penvelewsngan
hukum aleh aparat ukom it sendici. Namun apakah tyjuan dididkannya PBHI
SUMBAR tefah terlaksana dengan baik JF lapangan ataw hanya slopan belaka dan
Prrgeimans dengan st dan mise vang 4 usung oleh PEHI SUMBAR dalam
memberikan bantuan hukum pada masyerakat marjinal, apakal telah tercapai
dengan seksama.

Berdasarkan Iatar  belakang & ales, maka penulis  terank  uncok
mengangkal hal tersehut dalam sebuah skrpsi yang berjudul "PERANAN
LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HITKLIM LNTUK MASYARAKAT YANG

TERMARJINALKAN (STUDI PEHI SUMBAR )™,



BABIY

KESIMPULAN DAN SARAN

A RKesimpulan

Hampir lima ahun PBHT {Perhimpunan Bantuen Hukum dan Hak Asas
Manusia Indonesia) Sumatern Barat berdin dan berkiprah dengan wisi
misinya memajukan (1o peowoie) hukwm, demokeasi dan hak asasi
manusta (11AM) serta membela (to defond) korban pelangeamn HAM
ditanah air telah membuat PEHI SUMBAR sering mengeluarkan krink
pedas terbadap kelijakan negare dan pesilaku aparatnyva. Krtkan i lahir
Karenn merupakan schuah ntutan dan wvisi nust vang diemban agar
chapltkasikan di dalam akiivitas orpanisasi. Namun dalzm Visi dan Misi
PRHI SUMBAR tidak tercamtum  sespatu hal vang  kooknr untuk
memperuangkan hak masvarakat marinal,

Dengan segala keterhatasannya. PBH] SUMBAR sebenamya lebih dikenal
sebagal orgamsasi hak-hak aszsi manusia ketmbang oreanisasi bastuan
hukum (OBHY kendati besamyva porsi kepiatan bantuan hukum (Titigasi)
lebilt sedikit namun memegang persnan vang sangal penting. Karena
kasus-kasus yang di advokasi oleh PBHI SUMBAR pada umumnya adalah
Rasus-kasus yang mendapat perhitian besar warpa masyarakat Sumatcra
Barat dan bernuansa struktural. Porst vang lebil kecil bagi kepiatan litigast
bantuan hukum} vang difakukan olel PRHT SUMB AR dikarenakan PBHI
sUMBAR lebabi fokus pada bentuk non Litigesi, scpertt kampanye dan

promosi. Hal m dilatar belakangi dasi anggapan PBHI SUMBAR halwa

Lt



kondist han i ddak produkuf ek melabukan Leigasio dalam
membenkan bantuan hukum disebabkan karena sistem peradilan masih
dikuasm oleh oknum-okoum peneeak hukum vang bobrok Dar sekian
banvak kasus masvarakat marjinal vang telah dibert bantoan bukum dan
hanyva sebagian kecil yvang berhasil. Hal ini mengpambarkan babwa dalam
mumberikan bantuan hukum PEH] SUMBAR belum bisa optimal,

4 Hefickst atas perjalanan PBHI SUMBAR selama lima tabun sangatlah
penting  dilakokan, bukan hanyva melihat sps saja kekursngan  atau
kelemahan vang telah didenta, melainkan juge menemuokan solusi vang

\4 tepat bagi POHT SUMBAR. dalam memberikan lavansn bantan hekwm

bagi masyarakat magmal. Dalam kurun wakin beheraps tahun i kerika

memberikan bantuan hukum bagi masyamkal marjinal |, FEL SUMBAR

menemun heberapa kendala yang apabila kits simpulkan berasal dam 3

| sumber. Kenga swumber masalah terselnnt terdini dad pemerntah, Intermel

PEHL SUMBAR dan masvarakat marpinal e sendin, Dan pifiak

pemenniah, PEHI SUMBAR sering mendapat tekanen baik sceara Gsik
maupun mental apabila masvarakat magial vang dibert bantusn hokam
berkondlik dengan pemerintah. Sedanskan den intermnal PRH SUMBAR
senchint permasalzhan timbul dan manajemen oreanisasi, komitmen den
inlepritas angpota, dane operasional vang minim serta Konsep dan hasis
program vang belum jelas.
H. Saran
I hsarankan pada PBHI SUMBAR untuk mencantemkan dalam visi LNREELYH

secara konkrit peguangen bagi masvarakal marjinal
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